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GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 135 TAHUN 2024

STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA SOSIAL
DI KABUPATEN PUNCAK JAYA PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

SALINAN

a. bahwa sehubungan dengan terjadinya penembalan
terhadap Masyarakat sipil di Kabupaten Puncak Jaya
Provinsi Papua Tengah pada tanggal 17 Juli 2024
mengakibatkal korban jiwa dan pembakaran kendaraan
dinas roda empat dan roda dua sehingga berdampak pada
stabilitas keamanan di kota Mulia Kabupaten Puncak Jaya,
maka perlu penanganan tanggap darurat yang cepat, tepat
dan terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Status Tanggap Darurat Penanganar Bencana
Sosial di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah;

1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20O1 tentalg Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Nomor 2 1 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaral Negara Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor
41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
68s6);
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4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
67s71;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah fi,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 68O4);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik lndoneeia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4a2g:.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 20O8 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia |.lomor
44291;

8- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6O41);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan [,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peratural Pemerintah Nomor 1O6 Tahun 2021 tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 673O);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
29 Tahwt 2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor I Tahun 2019 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Talrun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
178r);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Sosial
di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah.

KEDUA Status Tanggap Darurat Penanganan Pengungsian
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal
16 Jrtli 2024 sampai dcngan 16 Agustus 2024.

KETIGA Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Puncak Jaya.

KEEMPAT Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KELIMA Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 3O Agustus 2O24

PJ. GUBERNUR PAPUATENGAH,
CAP/TID

RIBKA HALUK
aslinva

HU

RUNG, S.H.,M.H
08200212tOO2

Salinan tusan ini disampaikan a Yth
l. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Cubemur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Sosia-I, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Provinsi Papua Tengah.


